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ABSTRAK

Salah satu hak dari narapidana ketika berada di Lapas adalah mendapatkan
remisi, hak tersebut sudah diatur sejak adanya UU No. 12 Tahun 1995. Kemudian
UU a quo dalam aturan turunannya pada PP No. 99 Tahun 2012 mengatur
bahwasannya bagi narapidana korupsi diberlakukan syarat tambahan untuk bisa
mendapatkan remisi yakni harus sebagai justice collaborator, membayar denda dan
uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan. Seiring berjalannya waktu UU No.
12 Tahun 1995 dirubah menjadi UU No. 22 Tahun 2022. Namun UU a quo
kemudian ihwal aturan remisi yang tertuang memantik perhatian dari publik,
pasalnya dalam UU a quo narapidana korupsi diberikan syarat yang mudah ketika
ingin mendapatkan remisi dalam Pasal 10 ayat (2) hanya mensyaratkan berkelakuan
baik, mengikuti program pembinaan, menunjukan fluktuasi resiko, menjalani
minimal 2/3 masa pemidanaan. Padahal korupsi merupakan extraordinary crime.

Berkaitan dengan penelitian ini, oleh karenanya metodologi yang digunakan
adalah library research dengan menggunakan tiga pendekatan: pendekatan yuridis
normatif dan pendekatan konseptual. Kemudian dalam teknik pengumpulan
datanya menggunakan teknik studi kepustakaan dan snowball, sehingga metode
analisisnya mencangkup metode analisis konten, dibarengi dengan teknik deduktif.

Berdasarkan muatan pemasalahan akademik dalam penelitian ini, maka
peneliti akan meninjaunya dari segi politik hukum dan al- ‘uqubat al-Islamiyyah.
Peneliti mendapati bahwa politik hukum pemberian remisi bagi narapidana korupsi
yang termuat dalam UU No. 22 Tahun 2022 merefleksikan konfirgurasi politik
yang otoriter karena nir-partisipatif dan karakter produk hukum yang ortodoks
karena tidak mempertimbangkan realitas sosial-masyarakat yang terdampak
korupsi secara akut. Adanya remisi bagi narapidana korupsi dalam UU a quo yang
berpijak pada filosofi pemasyarakatan sama sekali menghilangkan efek jera
sehingga pada gilirannya berpotensi akan terus mengeskalasi kasus-kasus korupsi
secara continue, hal tersebut telah dibuktikan pada data ICW mengenai IPK
Indonesia tahun 2023 yang belum menunjukan fluktuasi. Kemudian aturan remisi
dalam UU a quo juga bertentangan dengan al-‘uqubat al-Islamiyyah karena
narapidana korupsi telah memberikan implikasi multi-negatif bagi negara, sehingga
penghukuman yang ada menjadi tidak sebanding. Kendatipun kondisi Lapas yang
overcrowed tetap tidak bisa dihindari seperti pada data Kemenkumham, maka
adanya remisi bagi narapidana korupsi harus memuat syarat yang memberatkan.
Peneliti memberikan sumbangsih pemikiran berupa rekontruksi aturan remisi bagi
narapidana korupsi yang tetap berbasis pada kemaslahatan. Legal framework mesti
memulainya dengan meninjau ulang filosofi pemasyarakatan terhadap narapidana
korupsi, lalu menambahkan syarat menjalani minimal 1/2 dari masa pemidanaan,
sebagai justice collaborator, membayar uang denda dan pengganti sesuai dengan
putusan pengadilan yang diatur dalam level UU. Kemudian lembaga peradilan yang
turut terlibat dalam pembangunan hukum mesti menolak potensi permohan uji
materi terhadap regulasi remisi yang termuat dalam UU yang dimaksud.

Kata Kunci: Remisi, Narapidana Korupsi, Politik Hukum, al-‘Uqubat al-
Islamiyyah.



ABSTRACT

One of the rights of the prisoner while in Lapas is to obtain remission, this
right has been regulated since the existence of Act No. 12 of 1995. Then the Act a
quo, in its rules derived from PP No. 99 of 2012, regulates that the prisoners of
corruption must meet additional conditions to be able to get remission, i.e., be a
justice collaborator, pay fines, and receive compensatory money based on court
decisions. However, the a quo law is then a rule of remission that is intended to
attract the attention of the public, According to the a quo law, prisoners are given
an easy condition when wanting to obtain remission by merely requiring good
behavior, following the construction program, showing fluctuations of risk, and
undergoing at least 2/3 of the period of financing. Corruption is an extraordinary
crime.

In relation to this research, therefore, the methodology used is library
research using three approaches: a normative jurisprudential approach, and a
conceptual approach. Then, in the data collection technique, he used the library and
snowball study techniques, so that the method of analysis encompassed the content
analysis method, coupled with deductive techniques.

Based on the academic load of this research, the researchers will examine
it from the point of view of legal politics and al- ‘uqubat al-Islamiyyah. The
researchers found that the legal policy of giving remission to corruption prisoners
embedded in Act No. 22 of 2022 reflects an authoritarian political configuration
due to the non-participatory and orthodox nature of the legal product because it does
not take into account the realities of societies affected by acute corruption. There is
remission for corruption prisoners in thea quo law, which is based on the philosophy
of corporationalization to completely eliminate the jera effect so that, in turn, it will
potentially continue to escalate corruption cases continuously. This has been
demonstrated by ICW data on the Indonesian IPK in 2023, which has not yet shown
fluctuations. Then the rule of remission in the a quo law also contradicts al al-
‘uqubat al-Islamiyyah because the prisoners of corruption have had multi-negative
implications for the state, so that the existing punishment becomes disproportionate.
Even if the overcrowded Lapas condition remains unavoidable, as with the
fraudulent data, then remission for corrupt prisoners must be subject to appalling
conditions. The researchers gave their contribution to the idea of reconstructing the
rule of remission for corrupt prisoners who remained based on wealth. The legal
framework must begin with a review of the philosophy of prosecution against
corrupt prisoners, then add conditions as a justice collaborator, paying fines and
replacements in accordance with the court rulings regulated at the legal level.

Keywords: Remission, Prisoners of Corruption, Politics of Law, al-‘Ugubat al-
Islamiyyah.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
< FM-UINSK-BM-05-03/RO
Dl fJ SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Pujangga Candrawijayaning Fajri, S.H.

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalamu’alaikum Wr Wb.
Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Pujangga Candrawijayaning Fajri, S.H.
NIM : 22203011086
Judul : “Remisi Bagi Narapidana Korupsi dalam Undang-Undang

No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan Perspektif
Politik Hukum dan al- ‘Uqubat al-Islamiyyah.”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister llmu Syariah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut
dapat segera dimunagasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih.

Wassalamu’alaikum Wr Wb.

Yogyakarta, 16 Januari 2024 M.
4 Rajab 1445 H.

Pembimbing,

T

=

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.AqQ.
NIP. 19731105 199603 1 002




[E/\_;}/@ KEMENTERIAN AGAMA
(E"/(\{E UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

o~
&o FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
J1. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
Nomor : B-208/Un.02/DS/PP.00.9/03/2024

Tugas Akhir dengan judul :REMISI BAGI NARAPIDANA KORUPSI DALAM UNDANG-UNDANG NO. 22
TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN PERSPEKTIF POLITIK HUKUM
DAN AL-'"UQUBAT AL-ISLAMIYYAH

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : PUTANGGA CANDRAWIJAYANING FAJRI, S.H.
Nomor Induk Mahasiswa 22203011086

Telah diujikan pada : Selasa, 27 Februari 2024

Nilai ujian Tugas Akhir T A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

JPE Ketua Sidang/Penguiji 1

o

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.
SIGNED

Valid 1D: 65693042690

2 Dr. Drs: M. Rizal Qosim, M.Si.
SIGNED
Valid 1D: 65¢1920d16d5a

= Yogyakarta, 27 Februari 2024
3 UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H.. M.Hum.
SIGNED

ok P

Valid 1D: 65¢7d771dbadf

71 06/03/2024



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Pujangga Candrawijayaning Fajri, S.H.
NIM 122203011086

Program Studi : Magister Ilmu Syariah

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari’ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil
penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya
dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri
atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum

yang berlaku.

Yogyakarta, 25 Januari 2024
Saya yang menyatakan

Pujangga‘Candrawiiayaning Fajri, S.H.
NIM. 22203011086

Vi



MOTTO

“Hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan dimenangkan”
(Sutan Sjahrir)

vii



PERSEMBAHAN

Penelitian tesis ini,
Dipersembahkan kepada guru-guru yang telah berjasa,

Kepada orang tua yang telah bersabar,

Penelitian tesis ini,
Juga dipersembahkan kepada diri peneliti,
yang telah berkomitmen dalam menempuh perjalanan saintifik

khususnya dalam keilmuan hukum tata negara.

viii



PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin dalam penyusunan tesis ini
berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan
0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

l. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan
Tidak
| Alif -
Dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ NL Te
) Sa’ S Es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
z Ha’ H H (dengan titik di bawah)
~C Kha’ Kh Ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal 7 Zet (dengan titik di atas)
3 Ra’ R Er
3 Zai Z Zet
> Sin S Es
o Syin Sy Es dan ye
P Sad S Es (dengan titik di atas)
P Dad D De (dengan titik di atas)




b Ta T Te (dengan titik di bawah)
b Za Z Zet (dengan titik di bawah)
C ’Ain ‘ Koma terbalik di atas
'C Gain G Ge

) Fa F Ef

3 Qaf Q Qi

& Kaf K Ka

J Lam 4 El

2 Mim M Em

O Nun N En

3 Wau A\ We

2 Ha’ H Ha

: Hamzah ¢ Apostrof

< Ya’ Y Ye

1. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

Contoh:
A ditulis sunnah
il ditulis “illah

II1. Ta’Marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis dengan A.

a5l ditulis  a/-Mai’dah

&l ditulis  Islamiyyah

s



V.

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke

dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali

bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h.

2ldNyds  ditulis  Mugaranah al-Mazahib
Vokal
a. Vokal Pendek
Tanda Vokal Nama Latin Keterangan
‘ Fathah A A
! Kasrah I I
‘ Dammah U U
b. Vokal Rangkap
Tanda Vokal Nama Latin Keterangan
& Fathah dan ya’ sukun Al AdanI
¥ Fathah dan wau sukun Au Adan U
Contoh:
gl S ditulis gairihim
Jed ditulis qaul

Xi




c.  Vokal Panjang

Tanda Vokal Nama Latin Keterangan

G Fathah dan alif A A (dengan garis di atas)
& Kasrah dan ya’ 1 I (dengan garis di atas)
35 Dammah dan wau U U (dengan garis di atas)
‘5/’ Fathah dan ya’ A A (dengan garis di atas)

Contoh:

Oluowiw] ditulis istihsan

R ditulis al-“alwani

psks ditulis “ultim

& ditulis unsa

d. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan

dengan Apostrof

Contoh:

]| ditulis ~ a’antum
o & ’;

<l ditulis u’iddat

2,24 -
(5&3 d:ﬂ ditulis la’in syakartum
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VI.

Kata sandang alif-lam “J)”
a.  Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Contoh:
Al J ditulis ~ ar-Risalah
sl ditulis an-Nisa’

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf gamariyah

Contoh:
of Jﬂ\ ditulis al-Qur’an
oLl ditulis  al-Qiyas

Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat
Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.
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@i &l ditulis  Ablar-Rayi

dond! JAT ditulis  AAl as-Sunnah
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o a9 T do g ) Jgmy o DL 9 B0 5 &b o
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BAB 1

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Dalam sistem peradilan pidana, setelah narapidana dijatuhi putusan
pengadilan yang inkracht, narapidana akan masuk ke dalam Lembaga
Pemasyarakatan (Lapas).! Pada intinya Lapas merupakan lembaga yang dibangun
untuk menggeser paradigama yang semula “memenjarakan” menjadi paradigma
“reintegrasi” pada diri narapidana. Lapas dikehendaki sebagai tempat untuk
membangun karakter ideal dari narapidana untuk bisa menjalani kehidupan yang
lebih baik setelah habis masa pemidananaannya. Lapas menyelenggarakan sistem
Pemasyarakatan dengan memperhatikan hak narapidana sekaligus mengupayakan
langkah preventif untuk menurunkan resiko residivisme (pengulangan perbuatan
tindak pidana).?

Di dalam aturan pemasyarakatan, selain mendapatkan kehidupan yang
layak di dalam Lapas, narapidana juga mendapat hak hukum (legal rights) untuk

mendapatkan remisi. Hal yang dimaksud sudah diatur sejak diberlakukannya Pasal

! Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2013),
him. 163.

2 Andi Marwan Eryansyah, Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan
Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan (Perspektif Hak Asasi Manusia) (Yogyakarta: Jejak
Pustaka, 2021), him. 2.



14 (1) huruf i UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU No. 12 Tahun
1995) dan beberapa aturan turunan setelahnya.®

Kemudian dalam aturan terbaru mengenai remisi pada Pasal 10 UU No. 22
Tahun 2022, remisi diberikan kepada semua narapidana kecuali narapidana yang
dikenakan hukuman seumur hidup dan hukuman mati dan telah memenuhi
persyaratan yang berlaku.* Ketentuan yang demikian berkonsekuensi bahwa
narapidana korupsi memiliki hak untuk mendapatkan remisi, terlebih bahwa tidak
ada syarat khusus untuk mendapat remisi seperti harus mendapat predikat justice
collaborator seperti pada regulasi yang sebelumnya.’ Padahal tindak pidana
korupsi termasuk dalam klasifikasi extraordinary crime yang memberi dampak
multi-negatif terhadap negara.

Terbukti, dengan adanya UU a quo pada tahun 2023 sejumlah 271
narapidana korupsi mendapatkan remisi lebaran, salah satunya yakni Setyo
Novanto yang merupakan terpidana kasus KTP elektronik, kerugian negara yang
ditaksir dari tindak pidana yang Setyo Novanto perbuat adalah sebanyak 2,3 triliun.
Maka pemberlakuan Pasal 10 UU a quoyang memuat pemberian remisi dengan

syarat yang mudah terhadap narapidana korupsi sepanjang penalaran yang wajar

3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Pasal 10 ayat (1) huruf

4 Vide Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Pasal 10 ayat (2), (3),
dan (4).

5 Vide Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan
Hak bagi Warga Binaan, Pasal 34A ayat (1).



juga menjadi hal yang kontra-produktif dan destruktif terhadap spirit
pemberantasan korupsi dan eskalasi social welfare yang selama ini diperjuangkan.®

Ihwal penelitian hukum ini (tesis), peneliti melakukan ikhtiar metodologis
guna meninjau, mengkritisi, dan memberikan sumbangsih pemikiran konseptual
berkaitan dengan diberlakukannya pemberian remisi bagi narapidana korupsi dalam
Pasal 10 UU a quo yang diawali dengan kajian dari segi politik hukum yang secara
fundamental hukum adalah produk dari proses politik (law as a product of political
procces) dan dilanjutkan kajian dari segi al-‘uqubat al-Islamiyyah, yang pada
pokoknya merupakan filsosofi hukum yang berpedoman pada nilai moral-etis ke-

Islaman.

B. Rumusan Masalah
Terhadap academic crisis yang ada pada latar belakang masalah di atas,
maka rumusan masalah yang peneliti angkat pada penelitian hukum ini adalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana politik hukum memandang remisi bagi narapidana korupsi
dalam Pasal 10 UU No. 22 Tahun 20227
2. Bagaimana af ‘uqubat al-Islamiyyah memandang remisi bagi narapidana

korupsi dalam Pasal 10 UU No. 22 Tahun 2022?

6 Alif Ichwan, "271 Napi Korupsi Mendapat Remisi Lebaran, Salah Satunya Setya
Novanto," https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/04/23/271-narapidana-korupsi-terima-remisi-
idul-fitri-1444-h, akses 27 Feberuari 2024.



https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/04/23/271-narapidana-korupsi-terima-remisi-idul-fitri-1444-h
https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/04/23/271-narapidana-korupsi-terima-remisi-idul-fitri-1444-h

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
Terhadap rumusan masalah yang telah peneliti tuliskan di atas, maka

penelitian hukum ini secara baku memuat tujuan sebagai berikut:

a. Untuk memahami konfigurasi politik hukum pemberian remisi bagi
narapidana korupsi dalam Pasal 10 UU No. 22 Tahun 2022.

b. Untuk memahami tinjauan ak‘uqubat al-Islamiyyah terhadap
pemberian remisi bagi narapidana korupsi dalam Pasal 10 UU No.

22 Tahun 2022.

C. Menawarkan gagasan ideal mengenai remisi bagi narapidana
korupsi.
2. Kegunaan Penelitian

Kemudian kegunaan penelitian hukum ini yang berpijak pada tujuan
penelitian di atas adalah sebagai berikut:
a. Pada level teoritik, penelitian hukum ini berguna untuk:

1). Penelitian hukum ini berupaya mengartikulasikan informasi
dan khasanah keilmuan pada bidang perundang-undangan,
terkhusus politik hukum remisi bagi narapidana korupsi
secara faktual.

2). Untuk mengetahui muatan afl- ‘uqubat al-Islamiyyah dalam
konteks pemberian remisi bagi narapidana korupsi secara

komprehensif.



b. Pada level praktik, penelitian hukum ini berguna untuk:

1). Mendeseminasikan terkait politik hukum pemberian remisi
bagi narapidana korupsi dalam kerangka negara hukum
Indonesia.

2). Memberi sumbangsih pemikiran (alternatif-solutif) berupa
penataan ulang remisi bagi narapidana korupsi melalui
mekanisme rekontruksi politik hukum agar sejalan dengan
filosofi pemasyarakatan (Pancasila; grundnorm) dan ak
‘uqubat al-Islamiyyah.

D. Telaah Pustaka

Tesis Abdul Kadir Sangadji, penelitian ini berjudul “Pembatasan Pemberian
Remisi Terhadap Narapidana Korupsi di Lapas Klas | Makassar Pasca Uji Materiil
di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.” Adapun rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah implementasi pemberian remisi bagi
narapidana korupsi di Lapas Klas | Makassar?; (2) bagaimanakah efektifitas
pemberian remisi bagi narapidana korupsi bagi warga binaan Lapas Klas I
Makassar? Teori yang digunakan adalah teori efektifitas hukum. Jenis pada

penelitian ini adalah empiris. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Lapas Klas |



Makassar tetap memberikan remisi bagi narapidana korupsi sesuai dengan
ketentuan sehingga memenuhi teori efektifitas hukum.’

Perbedaan penelitian Abdul Kadir Sangadji adalah bahwa peneliti pada
penelitian ini menggunakan penelitian library research, berbeda dengan penelitian
Abdul Kadir sangadji yang menggunakan metode penelitian empiris dengan
meneliti pemberian remisi bagi narapidana korupsi pada Lapas Klas | Makassar.
Kemudian dalam penelitian ini peneliti juga menggunakan terori politik hukum dan
al-‘uqubat al-Islamiyyah.

Tesis Manggala Gita Arief Sulistiya, penelitian ini berjudul “Hak Remisi
dan Asimilasi Narapidana di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimanakah
pengaturan hak remisi dan asimilasi dalam perspektif Hak Asasi Manusia?; (2)
bagaimanakah idealnya hak remisi dan asimilasi dalam perspektif Hak Asasi
Manusia?. Teori yang digunakan adalah teori pidana dan pemidanaan;
pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan; dan Hak Asasi Manusia. Penelitian ini

menggunakan tipe normatif empiris dengan menggunakan perundang-undangan.

" Abdul Kadir Sangadji, “Pembatasan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi di
Lapas Klas | Makassar Pasca Uji Materiil di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi,” Tesis
Universitas Hasanuddin Makassar (2022).



Hasil dari penelitian ini adalah bahwa lembaga pemasyarakatan mestinya
memberikan perlakuan yang sama terhadap pemberian remisi dan asimilasi bagi
narapidana sebagai ikhtiar untuk mawas diri an sich telah diatur dalam
International Convenant On Civil and Right Political Rights.®

Perbedaan penelitian Manggala Gita Arief Sulistiyana dengan penelitian
peneliti adalah bahwa penelitian ini memotret hak remisi dan asimilasi
menggunakan teori HAM, sedangkan dalam penelitiannya peneliti fokus pada
remisi bagi narapidana korupsi yang kemudian menggunakan teori politik hukum
dan al ‘uqubat al-Islamiyyah.

Disertasi Ade Abdullah, penelitian ini berjudul “Mekanisme Pemberian
Remisi Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Kasus Schapelle Lelgh Corby).”
Adapun rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah: (1) bagaimana
pemberian remisi di Indonesia terkait Schapelle Leigh Corby?; (2) bagaimana
hukum pidana Islam menilai mengenai pemberian remisi terhadap Schapelle Leigh
Corby? Teori yang digunakan adalah hukum pidana Islam. Metode penelitian ini
menggunakan content analysis, jenis data yang digunakan adalah kualitatif dan data
yang dihasilkan adalah deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah pemberian remisi

pada Schapelle Leigh Corby harus mempertimbangkan dampak kemaslahatannya.®

8 Manggala Gita Arief Sulistiyana, “Hak Asasi dan Asimilasi Narapidana di Indonesia
dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” Tesis Universitas Islam Indonesia (2020).

° Ade Abdullah, “Mekanisme Pemberian Remisi Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi
Kasus Schapelle Lelgh Corby),” Disertasi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati (2014).



Perbedaan penelitian peneliti dengan penelitian Ade Abdullah adalah bahwa
Ade Abdullah memotret pemberian remisi yang tidak spesifik pada narapidana
tertentu dan menggunakan teori hukum pidana Islam. Sedangkan peneliti pada
penelitian ini fokus pada pemberian remisi bagi narapidana korupsi dan
menggunakan teori politik hukum dan a ‘ugubat al-Islamiyyah.

Tesis Dicky Novandi Pratama, penelitian ini berjudul “Pertimbangan
Hukum Pengetatan Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Berdasarkan Peraturan
Pemerintah No. 99 Tahun 2012.” Adapun rumusan masalah pada penelitian ini
adalah: (1) bagaimana pelaksanaan remisi bagi narapidana korupsi?; (2) bagaimana
pertimbangan atas pengetatan pemberian remisi terhadap narapidana korupsi? Teori
yang digunakan adalah figh siyasah. Jenis pada penelitian ini adalah kepustakaan
(library research), dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini
adalah bahwa pertimbangan pemberian remisi berpijak pada Pasal 34A PP a quo.
Kendati seseorang melakukan tindak pidana korupsi maka atas dasar HAM harus
tetap mendapatkan kedudukan setara dihadapan hukum.°

Perbedaan penelitian Dicky Novandi Pratama dengan penelitian peneliti
adalah bahwa penelitian Dicky Novandi Pratama memfokuskan pada remisi yang
diatur dalam PP No. 99 Tahun 2012 dan menggunakan teori figh siyasah.
Sedangkan peneliti pada penelitian ini melihat UU No. 22 Tahun 2022 dan
menyinggung UU sebelumnya terkait remisi bagi narapidana korupsi, peneliti

kemudian menggunakan teori politik hukum dan af ‘uqubat al-Islamiyyah.

1 Dicky Novandi Pratama, “Pertimbangan Hukum Pengetatan Remisi Terhadap
Narapidana Korupsi Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012,” Tesis Iblam School of
Law (2020).



Tesis Arif Rahman, penelitian ini berjudul “Tinjauan Yuridis Pengetatan
Remisi dan Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Kasus Korupsi di Wilayah
Yogyakarta.” Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:
(1) bagaimana implementasi pemberian remisi dan pembebasan bersyarat terhadap
narapidana korupsi di wilayah Yogyakarta?; (2) kebijakan apa saja yang pernah
dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM terkait pemberian remisi dan
pembebasan bersyarat terhadap narapidana?; (3) apakah kebijakan pengetatan
remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi sejalan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku? Teori yang digunakan adalah teori negara
hukum dan kebijakan publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-
kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan mengenai pemberian remisi
terhadap Narapidana Korupsi dan Terorisme bertentangan dengan filosofi
Pemasyarakatan.!?

Perbedaan penelitian Arif Rahman dengan penelitian peneliti adalah bahwa
penelitian Arif Rahman menggunakan metode penelitian empiris dengan melihat
implementasi pemberian remisi di wilayah Yogyakarta. Sedangkan peneliti dama
penelitian ini menggunakan penelitian library research dengan memfokuskan pada
UU No. 22 Tahun 2022 dengan menggunakan teori politik hukum dan af-‘uqubat
al-Islamiyyah.

Tesis Espinzo, penelitian ini berjudul “Implikasi Pasal 34 Peraturan

Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam Pemberian Remisi Kepada Narapidana

11 Muhamad Arif Rohman, “Tinjauan Yuridis Pengetatan Remisi dan Pembebasan
Bersyarat Bagi Narapidana Kasus Korupsi di Wilayah Yogyakarta,” Tesis Universitas Islam
Indonesia (2013).
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Tindak Pidana Narkotika Dipandang Dari Perspektif Hak Asasi Manusia.” Adapun
rumusan masalah pada penelitian ini adalah: apakah Pasal 34A PP No. 99 Tahun
2012 dapat merefleksikan keadilan bagi narapidana tidan pidana narkotika jika
dilihat dari sudut pandanng Hak Asasi Manusia? Teori yang digunakan adalah teori
Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan
menggunakan metode studi kepustakaan. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa
diterapkannya pengetatan pemberian remisi yang menimbulkan overcapacity
menimbulkan kerusuhan dalam Lapas sekaligus sebagai sebuah diskriminasi
terhadap HAM.*2

Perbedaan penelitian Espinzo dengan penelitian peneliti adalah bahwa
penelitian Espinzo fokus pada pemberian remisi bagi narapidana korupsi yang
kemudian memotretnya dengan teori HAM. Sedangkan peneliti pada penelitian ini
melihat UU No. 22 Tahun 2022 dan UU sebelumnya yang memuat tentang remisi
bagi narapidana korupsi, yang kemudian meninjaunya dari teori politik hukum dan
al- ‘uqubat al-Islamiyyah.

Tesis Ronald Heru Pratama, penelitian ini berjudul ‘“Pemberian Remisi
Terhadap Narapidana Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Lapas Kelas 1
Medan).” Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah: (1)
bagaimanakah regulasi pembinaan narapidana tindak pidana korupsi?; (2)
bagaimanakah pelaksanaan pemberian remisi terhadap narapidana tindak pidana

korupsi?; (3) apa hambatan yang dihadapi dari pemberian remisi terhadap

12 Espinoza, “Implikasi Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 dalam
Pemberian Remisi Kepada Narapidana Tindak Pidana Narkotika Dipandang Dari Perspektif Hak
Asasi Manusia,” Tesis Universitas Batanghari Jambi (2020).
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narapidana tindak pidana korupsi? Teori yang digunakan adalah teori
Pemaysarakatan. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode
yuridis-normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Lokasi
penelitian bertempat di Lapas Kelas 1 Medan, pengumpulan data menggunakan
metode wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa di
Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Medan masih banyak narapidana korupsi yang
belum pernah memperoleh remisi karena belum memenuhi syarat.™®

Perbedaan penelitian Rondal Heru Pratama denga penelitian peneliti adalah
bahwa penelitian Ronda Heru Pratama menggunakan metode penelitian empiris
dengan mengkaji implementasi pemberian remisi bagi narapidana korupsi pada
Lapas Kelas | Medan. Sedangkan peneliti pada penelitian ini fokus pada aspek UU
No. 22 Tahun 2022 dan UU sebelumnya lalu mengkajinya dengan teori politik
hukum dan al-‘uqubat al-Islamiyyah.

Tesis Piere Hugo Puloukan, penelitian ini berjudul “Ratio Legis Pemberian
Remisi Bagi Narapidana Korupsi dalam Perspektif Pemasyarakatan.” Adapun
rumusan masalah yang diangkat pada penelitian ini adalah: (1) bagaimana ratio
legis pengaturan pemberian remisi bagi narapidana tindak pidana koruspi?; (2)
bagaimana dinamika hukum yang terjadi atas pemberian remisi bagi narapidana
tindak pidana korupsi? Teori yang digunakan adalah teori ratio legis. Metode
penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif yang tediri dari sumber

bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan

13 Ronald Heru Praptama, “Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Tindak Pidana
Korupsi,” Tesis Universitas Medan Area (2018).
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metode pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa peraturan mengenai
pemberian remisi telah melewati dinamika yang panjang, dinamika yang terjadi
sangat kontra-produktif dengan semangat pemberantasan korupsi.!*

Perbedaan penelitian Piere Hugo Puloukan dengan penelitian peneliti adalah
bahwa penelitian Piere Hugo Puloukan mengkaji tentang pemberian remisi bagi
narapidana korupsi dengan menggunakan teori pemasyarakatan. Sedangkan
peneliti pada penelitian ini mengkaji remisi yang tertuang dalam UU No. 22 Tahun
2022 yang kemudian menganalisisnya dengan menggunakan teori politik hukum
dan al- ‘uqubat al-Islamiyyah.

Artikel Hifdotul Munawwarah, penelitian berjudul “Remisi Koruptor
Perspektif Syariat Islam.” Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah
bagaimana tinjauan syariat Islam terhadap pemberian remisi bagi narapidana
korupsi? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan
metode content analysis. Hasil pada penelitian ini adalah bahwa pertama,
pemberian remisi bagi narapidana korupsi menganulir nilai keadilan dalam Islam.
Kedua, pemberian remisi bagi narapidana korupsi menganulir nilai kemaslahatan.
Ketiga, korupsi memberikan dampak signifikan ternadap negara.’®

Perbedaan penelitian Hifdotul Munnawwarah dengan penelitian peneliti

adalah bahwa penelitian Hifdotul Munawwarah adalah melihat remisi koruptor

14 Piere Hugo Poluakan dan Supriyadi, “Ratio Legis Pemberian Remisi Bagi Narapidana
Korupsi dalam Perspektif Pemasyarakatan,” Tesis Universitas Gadjah Mada (2021).

15 M. Tamligon Lugman Hakim Dan Hifdotul Munawwarah. “Remisi Koruptor Perspektif
Syariat Islam, “Sharia: Journal of Indonesian Comparative of Sharia Law, Vol. 3:1 (Juni 2020),
him. 29.
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secara umum. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti melihatnya juga pada aspek
filosofi pemasyarakatannya dan menggunakan teori politik hukum.

Artikel Mosgan Situmorang, penelitian ini berjudul “Aspek Hukum
Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi.” Metode yang dipakai adalah
normatif-empiris, sehingga data yang digunakan berupa peraturan perundang-
undangan dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah diferensiasi pola
pemidanaan dan pembinaan dengan mengharuskan narapidana korupsi berstatus
sebagai justice collaborator. Hal tersebut memuat ambivalensis pada implikasinya:
berdampak positif karena dapat mengurangi anggaran, berdampak negarif karena
berpotensi disalahgunakan.®

Perbedaan penelitian Mosgan Situmorang dengan penelitian peneliti adalah
bahwa dalam penelitian ini peneliti selain menggunakan teori ilmu hukum, peneliti
juga menggunakan teori a- ‘uqubat al-Islamiyyah untuk mempertajam analisis.

Artikel Ainuddin, penelitian ini berjudul “Kebijakan Pemberian Remisi
Terhadap Narapidana di Indonesia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.” Adapun
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Hak Asasi Manusia
memandang pemberian remisi terhadap narapidana korupsi? Metode pada
penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan berpijak pada peraturan perundang-
undangan dan norma yang berlaku. Teori yang digunakan dalam penelitian ini

adalah teori Hak Asasi Manusia. Hasil dari penelitian ini adalah remisi merupakan

16 Mosgan Situmorang, “Aspek Hukum Pemberian Remisi Kepada Narapidana Korupsi,”
De Jure: Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 16:4 (Desember 2016), him. 375.
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hak yang melekat pada setiap narapidana, namun dalam implementasinya kerap
ditemui penyelewengan.’

Perbedaan penelitian Ainuddin dengan penelitian peneliti adalah bahwa
pada penelitian Ainuddin memotret remisi bagi narapidana dengan teori HAM.
Sedangkan peneliti pada penelitian ini fokus mengkaji remisi bagi narapidana
korupsi dengan memotretnya menggunakan teori politik hukum dan ak ‘uqubat al-
Islamiyyah.

Artikel Hilman Nur, penelitian ini berjudul “Penghapusan Remisi Bagi
Koruptor dalam Perspektif Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan.” Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: apakah
dihapuskannya remisi terhadap koruptor telah sejalan dengan aturan yang ada?
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif dengan
berpijak pada data pustaka dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa jika
pemerintah bermaksud untuk menekankan efek jera pada koruptor maka diperlukan
harmonisasi terhadap perundang-undangan sehingga dapat menghilangkan
tumpang tindih kebijakan yang ada.*®

Perbedaan penelitian Hilman Nur dengan penelitian peneliti adalah bahwa
penelitian Hilman Nur mengkaji mengenai tumpang tindih aturan terkait remisi

yang ada. Sedangankan peneliti dalam penelitian ini mengkaji UU No. 22 Tahun

17 Ainuddin, “Kebijakan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana di Indonesia dalam
Perspektif Hak Asasi Manusia,” Unizar Law Review, Vol. 5:1 (Juni 2022), him. 37-40.

18 Hilman Nur, “Penghapusan Remisi Bagi Koruptor dalam Perspektif Undang-Undang No.
12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan,” Jurnal Mimbar Justitia, Vol. 1:2 (Desember 2015), him.
550.
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2022 dan juga menyinggung aturan terdahulu terkait remisi bagi narapidana
korupsi.

Artikel Ivvany Ningtyas Selly Rohman, penelitian ini berjudul “Pemberian
Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika Perspektif Hukum Pidana Islam.”
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: bagaimana hukum pidana
Islam memandang pemberian remisi bagi narapidana narkotika di Lapas Sidoarjo?
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum pidana Islam. Hasil dari
penelitian ini adalah remisi di dalam hukum pidana Islam dipadankan dengan
takhfif al- ‘ugubah, remisi diberikan kepada narapidana narkotika jika dirinya telah
bertaubat.*®

Perbedaan penelitian Ivvany Ningtyas Selly Rohman dengan penelitian
peneliti adalah bahwa penelitian Ivvany Ningtyas Selly Rohman mengkaji seputar
implementasi pemberian remisi bagi narapidana narkotika pada Lapas Sidoarjo
kemudian menganalisisnya dengan teori Hukum Pidana Islam. Sedangkan peneliti
dalam penelitian ini fokus pada UU No. 22 Tahun 2022 yang mengatur tentang
remisi bagi narapidana korupsi, yang kemudian menganalisisnya dengan teori
politik hukum dan ak ‘uqubat al-Isiamiyyah.

E. Kerangka Teoritik
1. Politik Hukum
Dalam kajian politik hukum pada penelitian ini, peneliti cenderung

bersandar pada pemikiran A. Ahsin Thohari dan Imam Syaukani tanpa

19 Ivvany Ningtyas, “Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika
Perspektif Hukum Pidana Islam,” Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam, Vo. 3:1 (Juni 2017),
him. 164.
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menganulir pemikiran dari tokoh lain, seperti Deddy Ismatullah dan Enung
Nur Janah. lhwal teorinya, politik hukum digunakan untuk menilai
konfigurasi politik dan karakter produk hukum pada pembangunan hukum
dari negara; mengganti hukum yang lama dengan hukum yang baru. Selain
itu, politik hukum juga mengarahkan untuk melakukan autokritik terhadap
keberlakuan politik hukum yang telah diejawantahkan dalam hukum positif,
sehingga memuat teori double movement.?® Autokritik memiliki
kebermanfaatan untuk menanyakan kembali dan mengevaluasi pelaksanaan
dari politik hukum yang telah diformulasikan, karena hukum yang ada tidak
bisa diterima dengan begitu saja. Jika kedua hal tersebut sudah dilakukan
dan kemudian dijumpai dalam implementasinya tidak sejalan dengan
kemauan dan kebutuhan masyarakat, maka perubahan hukum adalah sebuah
keniscayaan.?!
2. AF‘uqubat al-Islamiyyah

Pada teori ini peneliti bersandar pada teori dari Syekh Ramadan al-
Buti tentang ak‘uqubat. AL ‘uqubat dipahami sebagai filosofi
penghukuman yang berintikan pada penghukuman yang setimpal pada
pelaku tindak pidana karena terdapat perbuatan yang telah melanggar

larangan dari Allah SWT. Adapun orientasi dari at ‘uqubat adalah untuk

20 |mam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, Dasar-Dasar Politik Hukum (Jakarta: Rajawali
Pers, 2015), him. 34.

2l Deddy Ismatullah dan Enung Nurjanah, Politik Hukum (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2018), him. 24-25.
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mengaktualisasi efek jera pada muatan penghukumannya,?? sehingga
kemudian bermuara pada kemaslahatan serta memproteksi manusia dari
hal-hal yang mafsadat, menjauhkan dari akal yang irasional, terhindar dari
petunjuk yang sesat menyesatkan, dan menegakan ketaatan.

Eksisnya al‘ugqubat dalam Islam memuat empat prinsip dasar.
Pertama, hukuman yang mesti universal, yang dapat menghentikan dan
menyadarkan pelaku tindak pidana. Kedua, diterapkannya hukuman mesti
sesuai dengan kemauan dan kemaslahatan dari masyarakat. Ketiga,
hukuman yang ada dapat menjamin kemaslahatan dan ketentraman
masyarakat. Keempat, Islam memandang hukuman bukan sebagai bentuk
pembalasan terhadap pelaku tindak pidana.?

Dalam praktiknya, ak‘uqubat juga dapat gugur apabila memenuhi
salah satu dari tujuh hal: (1) terpidana wafat; (2) hilangnya objek kisas; (3)
taubatnya terpidana; (4) memilih damai; (5) pemaafan; (6) gugur akibat

sang pembunuh adalah ayah dari yang terbunuh; dan (7) kadarluarsa.?*

22 Muhammad Sangid Ramadan al-Buti, A/-'Uqubat al-Islamiyyah; wa 'Uqdah at-Tanaqud
Bainaha wa Baina Ma Yusamma bi Tabi'ihi al-Asr (Damaskus: Dar al-Fikr, 1999), him. 12

23 Abdul Syatar dan Achmad Abubakar, Filosofi Uqubah Islamiyah Versi Ramadhan al-
Buthi (Relevansinya dengan Pemidanaan dalam Sistem Hukum Indonesia) (Makasar: Alauddin
University Press, 2020), him. 61-62.

24 1bid, him. 69-72.
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Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis library research, sehingga ikhtiar yang
dikonkretkan adalah dengan mengumpulkan data-data pustaka, membaca,
dan mencatat yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisisnya. Hal
tersebut beralasan mengingat objek pada penelitian ini adalah aturan remisi
yang termuat dalam UU No. 2 Tahun 2022 dan data-data yang koheren
dengan penelitian.
2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan analitis, yaitu peneltian yang
berupaya untuk memetakan peristiwa dan realitas hukum yang ada.
Kemudian peneliti memberikan komentar dan analisis yang terstruktur dan
sistematis, agar memperoleh jawaban dan solusi yang semestinya dalam
menjawab rumusan masalah yang ada.?®
3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam ikhtiar metodologis
dalam penelitian ini adalah adalah pendekatan yuridis normatif, dan

pendekatan konseptual.

him. 2.

25 Mustika Zed, Metode Penelitian Perpustakaan (Jakarta: Yayasan Obor Naional, 2004),

2 |bid, him. 152-153.
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a. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelusuri UU atau
regulasi yang koheren dengan isu hukum yang sedang dikaji.
Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri konsistensi dan
kesesuaian antar UU atau UU dengan UUD yang merupakan nilai
norma dasar (gronweth). Hasil dari analisis penelitiaan akan
menghasilkan problem solving terhadap isu hukum yang dihadapi.?’
b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan ini Dberpijak pada doktrin-doktrin yang
berkembang mengenai pemikiran hukum. Peneliti akan
mengkonkretisasikan dan mereformulasikannya menjadi ide-ide
yang melahirkan konsep ideal yang relevan dalam menghadapi isu
penelitian. Doktrin-doktrin yang dimaksud juga digunakan peneliti
untuk  mengkontruksi argumentasi hukum dalam rangka
memberikan problem solve terhadap isu hukum yang dihadapi.?®
Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data hukum primer dan data sekunder.

dahan hukum yang yang dimaksud meliputi:

a. Data hukum primer:
1).  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

133.

2" peter Mahmud Marzuki, Metodologi Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana, 2005), him.

28 Bachtiar, Metode Penelitian Hukum (Banten: Unpam Press, 2018), him. 82-83.
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2). Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang
Pemasyarakatan;
3). Putusan Mahkamah Konstitusi No. 41/PUU- X1X/2021;
4). Putusan Mahkamah Agung No. 42 P/HUM/2019.
b. Data hukum sekunder:
Data hukum sekunder pada penelitian ini meliputi Naskah
Akademik terkait UU Pemasyarakatan, buku-buku referensi hukum
dan referensi-referensi lain yang koheren seperti artikel jurnal
hukum dan kamus hukum.
5. Teknik Pengumpulan Data
Terhadap data-data yang telah peneliti sitir di atas, maka
teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah teknik studi
kepustakaan dengan menelusuri, mengumpulkan, memastikan, dan
mengkaji data yang telah diperoleh.?® Kemudian guna memudahkan
penelitian, peneliti juga menyertakan teknik snowball agar runtut
ihwal hierarki dari norma hukum yang menjadi prioritas data pada
penelitian ini.>°
6. Metode Analisis Data
Metode analisis pada penelitian ini menggunakan metode

analisis konten dan analisis deduktif.

25 | Made Pasek Dianta, Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori
Hukum (Jakarta: Prenada Media, 2016), him. 149-151.

30 William H. Putman, Legal Research: Analysis and Writing (Australia: Thomsosn Delmar
Learning, 2004), 26-27.
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a. Metode Analisis Konten

Metode analisi konten sendiri didefinisikan sebagai teknik
untuk mengkontruksi kesimpulan dengan objektif serta sistematis
guna mengidentifikasi secara spesifik apa yang terkandung dalam
teks perundang-undangan.3! Analisis konten ini dapat digunakan
sebagai tujuan utama, pelengkap, dan alat penguji.®> Sehingga
terhadap penelitian ini analisis konten yang dimaksudkan adalah
guna menganalisis teks perundang-undangan terkait remisi.
b. Metode Analisis Deduktif

Metode analisis deduktif berpijak prinsip-prinsip fundamen
dari sebuah hukum. Kontruksi penalaran yang digunakan adalah
dengan menarik kesimpulan yang bersifat umum dari sesuatu yang
bersifat khusus. Metode analisis deduktif ini berangkat dari premis
mayor (ketentuan hukum) yang bermuara pada premis minor (fakta
hukum), lalu dari kedua premis tersebut akan ditarik sebuah
kesimpulan (conclusion).®

G. Sistematika Pembahasan
Bab | Pendahuluan. Muatan yang terkandung dalam bab I memuat aspek

dasar penelitian, aspek penelitian yang dimaksud adalah latar belakang masalah,

31 Valerine J.L. Krickhoff, “Analisis Konten dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal,”
Era Hukum, Vol. 2:6 (1995), him. 86

32 1bid, him. 88

33 peter Mahmud Marzuki, Metodologi Penelitian Hukum, him. 41.
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rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustak, kerangka teoritik,
metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Il berisi tentang dimensi teoritik yang akan digunakan sebagai basis
pemikiran dari peneliti, sehingga peneliti akan mengartikulasikan mengenai tindak
pidana korupsi, remisi, politik hukum, dan at- ‘uqubat al-Islamiyyah.

Bab 11l Dinamika Peraturan Perundang-undangan, Putusan Pengadilan,
dan Remisi Bagi Narapidana Korupsi. Pada bab ini akan dibahas mengenai data
yang nantinya akan dianalisis menggunakan teori, sehingga memuat mengenai
perjalanan panjang pemberlakuan regulasi tentang pemberian remisi bagi
narapidana koruspi sejak diaturnya UU No. 14 tahun 1995 sampai dengan sekarang
yang telah dirubah menjadi UU No. 22 Tahun 2022, kemudian memperlihatkan data
mengenai narapidana korupsi yang mendapatkan remisi pasca berlakunya UU a
quo.

Bab IV Analisis Remisi Bagi Narapidana Korupsi dalam UU No. 22 Tahun
2022. Pada bab ini peneliti akan menganalisis pemberian remisi yang diatur dalam
Pasal 10 UU a quodengan tinjauan politik hukum dan ak ‘uqubat al-Islamiyyah.
Sehingga kemudian terhadap UU a guo dapatlah dinilai apakah telah sesuai dengan
pembangunan hukum yang sesuai dan apakah memuat filosofi penghukuman sesuai
dengan al- ‘uqubat al-Islamiyyah.

Bab V Penutup. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai simpulan atas
problem tematik tentang isu hukum yang peneliti kaji mengenai pemberian remisi

bagi narapidana korupsi. Selain itu juga dipaparkan kritik dan saran agar indeks
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perpsepsi korupsi di Indonesia semakin menurun melalui regulasi remisi yang ideal

tanpa menganulir hakikat dari hukum itu sendiri.



A

BABV
PENUTUP
Kesimpulan

Berdasarkan penelitian hukum (tesis) yang dilakukan oleh peneliti, maka

dapatlah diketemukan beberapa kesimpulan penting, yaitu:

1.

Bahwa pada aturan yang terdahulu narapidana korupsi mendapatkan syarat
tambahan ketika dirinya ingin mendapatlan remisi, yakni mendapatkan
status sebagai justice collaborator, mengembalikan uang denda dan
pengganti sebagaimana yang telah diputuskan oleh pengadilan. Namun
Putusan MK No. 41/PUU-X1X/2021 yang menguji Pasal 14 ayat (1) huruf i
seolah mengkonstruksi argumentasi mengenai urgent-nya pemberian syarat
remisi bagi narapidana korupsi yang tidak diskriminatif. Kemudian terhadap
pengetatan remisi remisi pada PP No. 99 Tahun 2012 ditiadakan
berdasarkan Putusan MA No. 21P/HUM/2021, hal tersebut berkonsekuensi
logis pada tiadanya syarat tambahan bagi narapidana korupsi ketika akan
mendapatkan remisi. Kemudian Aturan mengenai remisi diatur dalam Pasal
10 UU No. 22 Tahun 2022. Namun alih-alih mengevaluasi sistem
pemasyarakatan, UU a quo justru dalamnya muatannya tidak memuat syarat
tambahan seperti yang dimaksud pada PP No. 99 Tahun 2012. Hal tersebut
disebabkan karena pembangunan hukum remisi terlahir dari konfigurasi
politik yang otoriter dan karakter produk hukum yang otrodoks. Negara

yang memandang bahwa syarat yang diskriminatif bagi narapidana korupsi

104
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bertentangan dengan paradigma pemasyarakatan yang adanya paradigma
reintegrasi sosial, bukan paradigma pembalasan.

2. Apabila ditinjau dari al- ugubat yang merupakan filosofi penghukuman yang
berbasis pada nilai-nilai ke-lslaman, maka pemberian remisi terhadap
narapidana  menjadi  bertentangan  karena  negara  mestinya
mempertimbangkan dampak buruk dari terjadinya korupsi. Kendati kondisi
Lapas yang overcrowed tetap tidak bisa dihindari, maka apabila bertahan
pada ringannya syarat pemberian remisi terhadap narapidana korupsi juga
menyebabkan hilangnya spirit pembalasan yang dimaksudkan agar tercipta
efek jera dan sebagai langkah preventif atas residivisme. Negara dalam
mendesain regulasi remisi terhadap narapidana korupsi mestinya
mengakomodasi al- ‘ugubat dengan memuat adanya pengetatan syarat
pemberian remisi. Maka negara perlu mengagendakan rekontruksi aturan
remisi bagi narapidana korupsi untuk mengadakan pembangunan hukum
yang berpijak pada konfigurasi politik yang demokratis dan karakter produk
hukum yang responsif serta mengakomodasi spirit penghukuman yang
termuat dalam al- ‘uqubat, yang mensyaratkan menjalani minimal 1/2 dari
masa pemidanaan, menjadi justice collaborator, dan membayar denda serta
uang pengganti berdasar putusan pengadilan yang diatur dalam UU.

B. Rekomendasi Kajian
Setelah meninjau, mengkaji, dan mengkritisi ihwal UU No. 22 Tahun 2022,

maka peneliti dalam hal ini memberikan rekomendasi yang meliputi:
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1. Negara mesti mengingat kembali bahwa kejahatan korupsi merupakan
extraordinary crime yang telah lama eksis yang kemudian juga memberi
sumbangsih berupa dampak merugikan secara signifikan bagi kehidupan
masyarakat, khususnya dalam aspek HAM.

2. Perlu diadakannya rekontruksi aturan remisi bagi narapidana korupsi yang
bertujuan untuk mengevaluasi ulang mengenai filosfi pemasyarakatan dan
pemberlakuan UU No. 22 Tahun 2022 notabene dalam muatannya mengatur
ihwal remisi bagi narapidana korupsi yang berimplikasi pada komitmen
pemberantasan korupsi di Indonesia. Aturan mengenai remisi bagi
narapidana korupsi idealnya diatur seperti pada aturan yang terdahulu
dimana bagi narapidana korupsi diberikan syarat tambahan dengan
menjalani minimal 1/2 dari masa pemidanaan, sebagai justice collaborator,
membayar denda dan uang pengganti berdasarkan putusan pengadilan yang
diatur dalam level UU agar dapat menimbulkan efek jera dan agar dapat
menurunkan indeks persepsi korupsi di negara Indonesia.

C. Saran Penelitian
Bahwa dalam penelitian hukum (tesis) ini, peneliti mengorientasikan pada

penelitian hukum library research dengan berpijak pada pendekatan yuridis

normatif dan pendekatan konseptual. Maka dirasa perlu untuk ditindaklanjuti secara
ilmiah pada ihwal penelitian hukum empiris dengan mengeksplorasi realitas-
realitas pemberian remisi bagi narapidana korupsi yang berbasis filosofi
pemasyarakatan kemudian dikorelasikan dengan teori-teori yang relevan guna

menilai dan mengevaluasi kembali syarat pemberian remisi terhadap narapidana
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korupsi, sehingga dapat memperkuat argumentasi ihwal urgent-nya pemaknaan
ulang filosofi pemasyarakatan dan syarat pemberian remisi yang sesuai dengan

realitas negara Indonesia yang sampai hari ini masih darurat akan korupsi.
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